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ABSTRACT

The digital transformation in land administration services has driven the
adoption of electronic certification as a replacement for the conventional analog
method. This study aims to analyze the efficiency of electronic certification
compared to analog certification at the Land Office of Sumedang Regency using
indicators of time, cost, and accuracy. The research employed a mixed-methods
approach with data triangulation through GeoKKP archives, questionnaires, and
interviews. The findings show that electronic certification is more efficient, with
shorter average processing time, lower operational costs, and higher data accuracy
than analog certification. These results demonstrate that the implementation of
electronic certification can enhance the quality of land administration services,
although technical challenges and human resource readiness remain. The study
recommends strengthening the application of electronic certification through the
improvement of digital infrastructure, enhancement of staff competence, and
optimization of data security systems to support the sustainability of digital

transformation in the land sector.
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong berbagai sektor
pemerintahan untuk melakukan transformasi digital, termasuk dalam bidang
pertanahan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
(ATR/BPN) sebagai instansi yang berwenang dalam pengelolaan pertanahan
di Indonesia merespons perkembangan ini dengan meluncurkan program
sertipikasi tanah secara elektronik dengan hasil produknya sertipikat elektronik
sebagai bagian dari modernisasi layanan. Program ini bertujuan untuk
meningkatkan efisiensi pelayanan, mempercepat proses administrasi, serta
mengurangi potensi penyalahgunaan dokumen pertanahan yang selama ini
masih dikelola secara manual atau analog (Mujiburohman, 2023).

Bentuk wujud komitmen dalam mendukung transformasi digital,
pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 3 Tahun
2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran
Tanah. Regulasi ini menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan pendaftaran tanah
secara elektronik, termasuk penerbitan sertipikat-el yang diharapkan mampu
mewujudkan layanan pertanahan yang lebih cepat, efisien, dan transparan.
Adanya peraturan tersebut diharapkan mampu mendorong transformasi sistem
sertipikasi tanah dari model analog menjadi digital secara menyeluruh. Melalui
kebijakan ini, pemerintah tidak hanya menetapkan dasar hukum, tetapi juga
memberikan arahan strategis bagi satuan kerja pertanahan di seluruh Indonesia
dalam melakukan alih media sertipikat analog ke bentuk elektronik.

Sertipikasi analog dalam konteks pertanahan merujuk pada proses
pendaftaran dan penerbitan sertipikat tanah secara konvensional yang berbasis
dokumen fisik, yang selama ini menjadi standar umum di berbagai Kantor
Pertanahan. Proses ini melibatkan tahapan manual seperti pengumpulan
berkas, pemeriksaan lapangan atau cek lokasi, serta pencetakan dan

penyimpanan sertipikat dalam bentuk kertas. Menurut (Silitonga & Atik.



Winanti, 2024) sistem analog cenderung kurang efisien karena seluruh proses
dilakukan secara manual dan offline, membutuhkan waktu dan biaya lebih
banyak, serta rentan terhadap kehilangan data fisik. Oleh karena itu, dalam
penelitian ini, sertipikasi analog akan menjadi titik pembanding utama untuk
menilai seberapa jauh inovasi digital yaitu proses sertipikasi elektronik dapat
meningkatkan efektivitas layanan pertanahan dan unggul pada nilai efisiensi.

Sertipikasi elektronik sebagai bagian dari transformasi digital
administrasi pertanahan memberikan peluang untuk meningkatkan kualitas
data dan pelaksanannya. Melalui proses ini, data fisik dan yuridis dapat
disesuaikan secara akurat, koordinat bidang tanah distandarisasi, tumpang
tindih informasi dapat dihilangkan, dan arsip analog dapat terdigitalisasi dalam
format yang konsisten. Penerapan sertipikasi elektronik memungkinkan
adanya sistem pengolahan dan filtrasi data yang terintegrasi, meliputi
verifikasi, validasi, dan koreksi sebelum alih media, sehingga data yang
tersimpan pada blok data lebih terjamin keakuratan dan keamanannya.
Masalah kualitas data ini harus ditingkatkan bersamaan dengan aspek
kebijakan, infrastruktur dan pengelolaan anggaran dengan merumuskan
strategi pelaksanaan alith media sehingga final produk alih media yang
tersimpan di blok data benar-benar valid (Suhattanto dkk., 2021).

Sertipikasi elektronik memiliki keunggulan, baik dari sisi proses hingga
produk yang dihasilkan. Keberhasilan penerapan dari sertipikasi elektronik
sangat bergantung pada kesiapan dan persiapan yang memadai. Tanpa
dukungan infrastruktur digital yang andal, peningkatan kompetensi sumber
daya manusia di Kantor Pertanahan, serta literasi teknologi yang cukup di
tangan petugas pelaksana, keunggulan sistem ini tidak akan dapat
dimaksimalkan. Pemahaman yang baik terhadap prosedur sertipikasi
elektronik, ditambah dengan penguatan keamanan siber, menjadi kunci agar
proses dan produk sertipikat yang dihasilkan benar-benar lebih cepat, akurat,
dan aman dibandingkan sertipikasi analog. Transisi menuju sertipikasi
elektronik harus direncanakan secara menyeluruh agar mampu memberikan

dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan pertanahan.



Pelaksanaan proses sertipikasi tanah secara analog selama ini
menghadapi berbagai kendala penting, seperti lamanya antrian pelayanan,
proses verifikasi berkas yang berulang, ketidaksesuaian data fisik dan yuridis,
serta risiko kehilangan atau kerusakan dokumen. Salah satu dampak paling
nyata adalah waktu penyelesaian yang relatif panjang, yang dapat mencapai
berbulan-bulan, sehingga mengakibatkan keterlambatan penerbitan sertipikat
tanah kepada pemilik dan menurunkan kepuasan masyarakat. Selain itu, proses
analog ini rentan terhadap risiko kesalahan manusia human error pada setiap
tahapan, mulai dari penginputan data, pengukuran bidang tanah, hingga
pencatatan administrasi. Berbagai rumusan tersebut turut dialami oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Sumedang dan menjadi salah satu latar belakang
munculnya inovasi sertipikasi elektronik sebagai upaya menghadirkan proses
yang lebih cepat, akurat, dan aman.

Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang adalah instansi pemerintah
yang bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi pertanahan di wilayah
Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Tugas utamanya meliputi
pendaftaran tanah, pengukuran, penerbitan sertipikat, serta penvelesaian
permasalahan dan sengketa pertanahan. Sebagai pelaksana kebijakan agraria,
kantor ini memegang peranan penting dalam menjaga kepastian hukum atas
kepemilikan tanah bagi masyarakat setempat. Seiring perkembangan teknologi
dan kebijakan nasional, kantah Sumedang mulai mengadopsi inovasi digital
untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan.

Proses sertipikasi tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang
sebelumnya dilakukan secara analog dengan pengelolaan dokumen fisik dan
proses manual. Saat ini, seluruh proses sertipikasi tanah di Kantor Pertanahan
Kabupaten Sumedang telah dilaksanakan secara elektronik, dengan penerapan
penuh yang dimulai pada Juli 2024 menggantikan proses analog. Perubahan
sistem ini menjadi langkah penting dalam transformasi digital layanan
pertanahan dan mengukur sejauh mana sertipikasi elektronik memberikan
efisiensi yang lebih baik dibandingkan proses sebelumnya. Melalui penelitian

ini, perbandingan kedua metode dilakukan untuk menilai perbedaan waktu,



biaya, dan akurasi, sekaligus mengidentifikasi faktor yang memengaruhi nilai
dari masing-masing proses pelaksanaan sertipikasi.

Minimnya penelitian yang membahas tentang perbandingan proses
sertipikasi elektronik dengan analog untuk mencari nilai efisiensi membuat
penelitian ini perlu dilakukan. Belum ada kajian yang membahas tepatnya di
Kabupaten Sumedang untuk mengukur secara komparatif efisiensi diantara
proses pelaksanaan sertipikasi elektronik dengan analog berdasarkan hasil
analisis perhitungan nilai. Peralihan dari sistem analog ke sistem elektronik di
Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang sejak Juli 2024 menjadi momentum
penting untuk menilai tingkat efisiensi transformasi digital ini. Penelitian ini
memanfaatkan perubahan tersebut untuk melakukan perbandingan antara
kedua proses sertipikasi, dengan fokus pada tiga indikator utama yaitu efisiensi
waktu, biaya, dan akurasi. Analisis ini tidak hanya mengukur perbedaan
tingkat efisiensi, tetapi juga mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi
hasil pada masing-masing proses, sehingga dapat memberikan gambaran
menyeluruh mengenai keunggulan sertipikasi elektronik dibandingkan proses
sebelumnya.

Pentingnya penelitian ini terletak pada membandingkan tingkat
efisiensi antara sertipikasi elektronik dan sertipikasi analog di Kantor
Pertanahan Kabupaten Sumedang, khususnya setelah penerapan penuh sistem
elektronik sejak Juli 2024. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan
kesimpulan berbasis perhitungan yang akurat mengenai tingkat efisiensi,
sekaligus menawarkan rekomendasi untuk penyempurnaan sistem. Temuan ini
tidak hanya bermanfaat bagi instansi dalam meningkatkan kualitas dan kinerja
layanan, tetapi juga membantu masyarakat memahami manfaat digitalisasi
administrasi pertanahan dalam memberikan pelayanan yang lebih cepat,
transparan, dan akuntabel. Selain itu, hasil analisis dapat menjadi
pertimbangan pengambilan keputusan bagi kebijakan transformasi digital di
sektor pertanahan pada tingkat daerah. Dengan demikian, penelitian ini
memberikan dasar yang jelas untuk menjawab pertanyaan mengenai sistem

sertipikasi mana yang lebih efisien dalam konteks lokal Kabupaten Sumedang.



Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merumuskan beberapa

permasalahan untuk diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan antara sertipikasi elektronik dengan

sertipikasi analog di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang?

2. Apa kendala yang dialami dari pelaksanaan proses sertipikasi elektronik

dan sertipikasi analog beserta langkah penyelesaiannya?

3. Bagaimana mengukur nilai efisiensi pada proses pelaksanaan antara

sertipikasi elektronik dengan sertipikasi analog dalam pendaftaran tanah

di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

a.

Mengetahui pelaksanaan proses sertipikasi elektronik dan sertipikasi
analog pada pelayanan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan
Kabupaten Sumedang.

Mengetahui kendala yang ditemukan pada proses sertipikasi
elektronik dan sertipikasi analog beserta langkah penyelesaiannya.
Mengetahui nilai efisiensi dari proses pelaksanaan sertipikasi
elektronik dibandingkan dengan proses sertipikasi analog pada proses

pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang.

2. Manfaat Penelitian

a.

Secara akademis, penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk
penelitian lanjutan dalam pengembangan pelayanan pendaftaran
tanah pada proses sertipikasi elektronik, dengan akurasi penilaian
maupun efisiensi dalam proses tersebut.

Secara praktis, penelitian ini membantu proses sertipikasi eletronik
pada tim pelaksana sertipikasi dengan menemukan beberapa kendala

serta masukan dan solusi menghadapi permasalahan yang terjadi.



BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan pada proses

pelaksanaan sertipikasi analog dan elektronik, diperoleh kesimpulan yang

mencerminkan temuan utama dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1.

Proses pelaksanaan pada kedua jenis sertipikasi memiliki alur yang secara
umum serupa, dimulai dari permohonan, verifikasi, pengukuran, penetapan
hak, hingga penerbitan sertipikat. Perbedaannya terletak pada aspek teknis
dalam setiap tahapan pelaksanaannya. Pada sertipikasi analog, proses masih
menggunakan dokumen fisik, verifikasi manual, pengolahan surat ukur non-
alith media, pencetakan blanko, serta tanda tangan basah pejabat, sehingga
relatif lebih lama dan lebih berisiko terjadi kesalahan hingga pemalsuan.
Sedangkan, sertipikasi elektronik mengintegrasikan teknologi digital melalui
SPTE, SITATA, dan e-Sertipikat dengan mekanisme unggah dokumen daring,
validasi otomatis, penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE), serta
penerbitan sertipikat digital dengan QR code dan kode unik sebagai keamanan
ganda. Kondisi ini menjadikan sertipikasi elektronik lebih efisien dari sisi

waktu dan lebih akurat karena validasi berlapis, serta lebih aman.

Pada sertipikasi analog, kendala utama meliputi ketidaksesuaian data fisik dan
yuridis yang sering memerlukan pengukuran ulang, tumpang tindih bidang
tanah akibat pemetaan lama yang kurang presisi, kesalahan pencetakan
sertipikat, keterbatasan dalam digitalisasi arsip yang menghambat integrasi
data, serta kerawanan pemalsuan dokumen fisik. Sementara itu, pada
sertipikasi elektronik ditemukan kendala seperti keterbatasan fleksibilitas
sistem untuk melakukan koreksi data jika terjadi kesalahan input, kurangnya
jumlah dan keterampilan SDM dalam mengoperasikan sistem baru,
infrastruktur jaringan dan perangkat yang belum merata di seluruh wilayah.
Langkah penyelesaian yang telah diterapkan meliputi pelatihan teknis dan

peningkatan kompetensi petugas, pengembangan dan penyempurnaan sistem



pelayanan elektronik, sosialisasi intensif kepada masyarakat, serta percepatan
proses alih media dokumen analog menjadi digital yang di integrasikan ke

dalam sistem elektronik nasional.

Hasil analisis efisiensi antara sertipikasi elektronik dan sertipikasi analog
menunjukkan bahwa elektronik memiliki tingkat efisiensi yang lebih tinggi
dari sisi waktu, biaya, dan akurasi data. Dibuktikan dari tiga metode
perhitungan yaitu perhitungan efisiensi relatif, perhitungan skoring, dan skor
dari pegawai Kantor. Hasil pada perhitungan efisiensi relatif yaitu waktu: 36%,
biaya: 5%, akurasi: 6% elektronik lebih unggul, kemudian pada perhitungan
skoring dan kuesioner Analog: Waktu: 6, Biaya: 7,6, Akurasi 7,8, sementara
Elektronik: Waktu: 7, Biaya: 8,4, Akurasi: 8,2. Penilaian skor dari responden
kuesioner membuat hasil perolehan data lebih valid dan bisa mengungkapkan
seberapa besar nilai yang diberikan untuk proses pelaksanaan sertipikasi
elektronik dengan bukti ilmiah. Sertipikasi elektronik dapat memangkas durasi
pelayanan secara signifikan dibandingkan proses analog yang lebih birokratis.
Biaya operasional pun lebih rendah karena tidak memerlukan pencetakan fisik
dan berkas tambahan. Selain itu, akurasi input data pada sistem elektronik lebih
terjaga karena validasi dilakukan secara sistematis, sehingga meminimalisir
kesalahan manusia dan meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan di Kantor

Pertanahan Kabupaten Sumedang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh peneliti memberikan

beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak terkait serta

dasar untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut:

l.

Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang disarankan untuk memperluas
penggunaan sistem elektronik secara menyeluruh di seluruh jenis layanan,
dengan cara meningkatkan kapasitas server, memperbarui sistem GeoKKP
dan e-Sertifikat, serta menstandarkan alur kerja digital agar mudah dipahami
oleh petugas dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk mempercepat,

menyederhanakan, dan mengintegrasikan proses sertipikasi secara optimal.



2. Untuk mengatasi berbagai kendala dalam pelaksanaan sertipikasi, perlu
dilakukan penguatan dalam tiga aspek utama, yaitu penambahan dan
pemerataan sumber daya manusia yang kompeten di seluruh seksi teknis,
penyediaan pelatihan berkelanjutan bagi petugas pertanahan terkait
penggunaan sistem digital, serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai
mekanisme permohonan dan penggunaan sertipikat elektronik. Selain itu,
perlu dibuat kebijakan internal untuk sistem backup atau revisi data dalam e-
Sertifikat agar lebih fleksibel menghadapi kondisi lapangan tanpa
mengorbankan keamanan data.

3. Untuk mengoptimalkan efisiensi sistem sertipikasi elektronik, disarankan agar
dilakukan evaluasi berkala terhadap indikator efisiensi (waktu, biaya, akurasi)
secara kuantitatif, dan hasilnya dijadikan dasar untuk penyesuaian SOP. Selain
itu, penerapan teknologi baru seperti Artificial Intelligence (AI) dalam validasi
data serta integrasi sistem lintas instansi (misalnya dengan Dukcapil dan PBB)
dapat mempercepat proses dan meningkatkan akurasi data kepemilikan tanah.
Dukungan anggaran dan kebijakan pusat juga dibutuhkan untuk menambah
infrastruktur serta memperluas cakupan digitalisasi secara nasional, termasuk

di wilayah Sumedang.
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